SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 111 /KUM/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/112/KUM/2024
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM

Menimbang

Mengingat

DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

a. bahwa sehubungan dengan Telaahan Staf Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry
Kandangan Nomor 400.7.3.8/5/RSUD-BHHB tanggal 5
Februari 2026 hal Permohonan Perubahan SK Bupati
mengenai penyesuaian susunan keanggotaan Dewan
Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan
Basry Kandangan, Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor 100.3.3.2/112/KUM/2024 tentang Pembentukan
Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H.
Hasan Basry Kandangan perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor
100.3.3.2/112/KUM/2024 tentang Pembentukan Dewan
Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan
Basry Kandangan;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1933
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
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telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014
tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018
tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
416);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 204);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar
Akreditasi Rumah Sakit;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
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Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

14. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 268 Tahun
2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah
Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Telaahan Staf Nomor 400.7.3.8/5/RSUD-BHHB tanggal 5
Februari 2026 Perihal Permohonan Penyesuaian Susunan
Keanggotaan Dewan Pengawas RSUD Brigjend H. Hasan
Basry Kandangan;

MEMUTUSKAN:

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor 100.3.3.2/112/KUM/2024 tentang Pembentukan
Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend
H. Hasan Basry Kandangan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran
Keputusan  Bupati 100.3.3.2/112/KUM/2024  tentang
Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah
Brigjend H. Hasan Basry Kandangan dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 1 April 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

SYAFRUDIN NOOR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 111 /KUM/2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/112/KUM/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN
BASRY KANDANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

HONORARIUM/
NO PEJABAT/NAMA KEDUDUKAN BULAN
1 | Dr. H. Hamdi, S.E., M.M Ketua Rp3.074.000,00

2 | Kepala Bidang Anggaran Badan
Pengelolaan Keuangan dan Anggota Rp2.766.000,00
Pendapatan Daerah Kab. HSS

3 | Kepala Bidang Penanggulangan
Penyakit dan Kesehatan Lanjutan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Anggota Rp2.766.000,00
Penduduk, dan Keluarga
Berencana Kab. HSS

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

SYAFRUDIN NOOR



